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ABSTRAK 

1. Pada setiap negara memiliki konsep rule of law secara tersirat maupun tersurrat telah

terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya ada 2 aspek penting dari rule of law yaitu 

pertama, hukum harus dapat megatur masyarakat dan harus taat kepada hukum. Kedua, 

hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat di patuhi (good laws). Kedua aspek ini 

membedakan antara rule of law dengan rule by law . Konsep ini merupakan pengaturan yang 

dilakukan oleh hukum namun hukum itu menciptakan akses negatif di masyarakat (bad laws). 

Penting nya indepedensi lembaga peradilan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum 

dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencamtumannya dalam pada konstitusi sebagai 

hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara.  Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan indepedensi 

kelembagaannya.  

Dari segi permasalahan yang saya tuju ini adalah Pengaruh Revisi Undang Undang no. 7 

tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 24 tahun 2003 Terhadap 

Indepedensi Mahkamah Konstitusi yang mana disini ada suatu perubahan atau perbedaan 

pada pasal yang dulu dengan sekarang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (library research), yaitu 

penelitian yang diperoleh sumber sumber buku, jurnal, Al-Quran, undang undang, naskah, 

documen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. 

Deskriptif analitis adalah penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian 

mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganilisis persoalan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya penulis 

menggunakan pendekaran Yuridis Normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan badan 

hukum dengan cara menela‟ah teori teori hukum, dan asas asas hukum yang berkaitan dengan 

teori Al-mashlahah.  

Kata kunci : MK , Indepedensi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada 

surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

Konsonan Tunggal 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alīf Tidak dilambangkan ا

 Ba„ B Be ة

 Ta„ T Te ث

 ṡa„ ṡ s (dengan titik di atas) د

 Jīm J Je ج

 Hâ„ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha„ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra„ R Er ر

 Za„ Z Zet ز

 Sīn S Es ش

 Syīn Sy Es dan ye ظ

 Sâd ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Tâ„ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ„ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‗ Koma terbalik ke atas‗ ع



 
 

ix 

 

 Gaīn G Ge غ

 Fa„ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ى

 Lām L ‗el ل

 Mīm M ‗em و

  ٌ  Nūn N ‗en 

 Wāwu W W و

  ٌ  Ha„ H Ha 

 Hamzah ‗ Apostrof ء

ٌ Ya„ Y Ye 

 

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

  

يجََ ع   د َدة  ٌ  Ditulis Muta‟addidah 

ع  دة  ٌ   

Ditulis 

„iddah 

 

Ta‟ Marbūtah di akhir kata 

 

Bila ta‟ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 

  

ة  ٌ ح كْ َ  ٌ  Ditulis ḥikmah 

   

ج سْيَت  ٌ   

Ditulis 

Jizyah 

Bila ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al„ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

  



 
 

x 

 

لَ وًْ يةَء ٌْ ك  َرا يَت  ا ْ ٌَ  Ditulis Karāmah al-auliyā‟ 

 

Bila ta‟ Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah ditulis t 

 

  

ز مَبت  ا ًْف   طْ   ر ٌَ  Ditulis Zakāt al-fiṭr 

 

Vokal Pendek 

  

 fatḥaḥ Ditulis A ـَ

  Kasrah ـِ

Ditulis 

I 

  ḍammah ـُ

Ditulis 

U 

 

Vokal Panjang  

  

1 fatḥaḥ+alif Ditulis Ā 

ي ت  جة   هه  ٌَ  Ditulis Jāhiliyyah 

 

2 

fatḥaḥ+ya‟ mati 

 

ٌ   طًَ  ثَ ْ

Ditulis Ditulis Ā 

 

Tansā 

 

3 

Kasrah+ya‟ Mati 

 

ك   ر يًْ ٌَ  

Ditulis Ditulis Ῑ 

 

Karīm 

 

4 

ḍammah+wawu mati 

 

 ف   روض

 

Ditulis Ditulis 

Ū 

 

furūḍ 
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Vokal Rangkap   

 

1 

fatḥaḥ+ya‟ mati 

 

ٌَ  ك ْي  ٌ  دَ ْ

Ditulis 

 

Ditulis 

Ai 

 

bainakum 

 

2 

fatḥaḥ+wawu mati 

 

 لَ وْل

 

Ditulis Ditulis 

Au Qaul 

 

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‗) 

  

1  ً ح ٌَ  Ditulis a‟antum أأََ ْ

ٌ    شَ كَ ْرث  ْي 2   ًَئ  ْ

Ditulis 

La‟in syakartum 

Kata Sandang Alīf+Lām 

 

Bila kata sandangAlīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

  

ًن  ْرآ  أَ ْ  Ditulis Al-Qur‟ān 

يبَش   آ ًْو 

Ditulis 

Al-Qiyās 

 

Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya. 

  

بَء  ٌ  Ditulis as-Samā اىَ   ط َ

ٌ ص   اىَ   ش ْ

Ditulis 

as-Syams 
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Huruf Besar 

 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD). 

 

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 

  

 

ة  ٌ ٌَ  أَ  ٍْ   م اى   ط 

Ditulis Żawȋ al-furūḍ 

 

Ditulis 

ahl as-Sunnah 

 

Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur„an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti 

judul buku al-Hijab. 

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan 

huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Miza 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang   

Pada setiap negara memiliki konsep rule of law secara tersirat maupun 

tersurat telah tedapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya, ada 2 (dua)aspek 

penting dari rule of law yaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan 

masyarakat taat pada hukum dan kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk 

dapat di patuhi (good laws). kedua aspek ini yang membedakan antara rule of law 

dengan rule by law. Konsep rule by law adalah bilamana pengaturan itu dilakukan 

oleh hukum namun hukum itu menciptakan ekses negatif di masyarakat (bad laws).1 

maka dari itu, indepedensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat 

untuk menegakkan rule of law. Dan peradilan bebas tidak memihak mutlak harus 

ada dalam setiap negara hukum. 2  Sejalan dengan itu, maka ketentuan akan di 

idepedensi lembaga peradilan harus dicantumkan dalam undang undang dasar 

sebagai jaminan konstitusional akan pelaksanaannya.   

Pentingnya indepedensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan 

hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pecantumannya pada konstitusi 

sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara.   

 
1 Asshiddiqie Jimly, Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK 

RI 2005)  
2  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan MK RI,2005), Cet. Pertama, hal. 157.  
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MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh 

jaminan konstitusional akan indepedensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip 

indepedensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis 

lagi dakam UU MK.   

Sebagai lembaga independen memiliki kewenangan lembaga peradilan 

yaitu kewenangan judicial riview peraturan perundang undangan, kewenangan 

memeriksa administrasi kepemerintahan, kewenangan peradilan atas kebebasan 

yang dimiliki rakyat dan sistem pengajuan banding.   

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa standar ini digunakan 

adalah untuk mengukur indepedensi lembaga peradilan secara umum. Oleh sebab 

itu, yang menjadi ukuran, terutama dalam kelompok ini adalah adanya kewenangan 

lembaga peradilan yang menjamin penegakan hak asasi manusia serta adanya akses 

bagi masyarakat untuk melakukan legislasi tindakan pemerintah yang ternyata 

justru merugikan kepentingan rakyat, yaitu melalui judicial riview peraturan 

perundang undangan.3  

Perspektif normatif yang dimaksud adalah dengan melihat ketentuan 

ketentuan yang ada dalam UU MK yang terkait dengan penegakan dan pengaturan 

prinsip indepedensi. Sedangkan perspektif pelaksanaan adalah dengan melihat 

apakah MK telah melakukan hal hal yang merupakan standar penilaian kualifikasi 

pelaksanaan terhadap indepedensi.   

 
3 Jimly ashiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang Undang Cet. Pertama  

(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hal. 367  
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 Namun dengan di revisinya Undang Undang MK No. 24 Tahun 2003 dengan 

Undang Undang MK No. 7 Tahun 2020 menghadirkan pertanyaan baru karena 

didalam undang undang revisi tersebut terdapat beberapa ketentuan ketentuan yang 

menghilangkan indepedensi dari Mahkamah Konstitusi.  

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut :  

1. Bagaiman Pengaruh Revisi Undang Undang No. 7 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Terhadap 

Indepedensi Mahkamah Konstitusi?  

2. Bagaimana Pandangan dari Al Mashlahah itu terhadap Perubahan 

Kedua  

UU No. 24 Tahun 2003 Terhadap Indepedensi Mahkamah Konstitusi?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

1. Tujuan   

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengaruh Revisi 

Undang Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang 

No. 24 Tahun 2003 secara normatif.   

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pandangan dari al 

mashlahah itu terhadap Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 Terhadap 

Indepedensi Mahkamah Konstitusi apakah bermashlahat dengan  

keberadaannnya atau sebaliknya.   
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2. Kegunaan   

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat 

dipetakan menjadi beberapa aspek yaitu:  

1. Kegunaan Teoritik   

Secara Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

bagi pengembangan keilmuan, khususnya hukum tata negara dan politik 

hukum islam, serta menambah informasi keilmuan bagi pribadi, akademik, 

aktivis mahasiswa dan bagi masyarakat pada umumnya.   

2. Kegunaan Praktis   

Sebagai sumbang pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan 

mampu menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam 

menjalankan amanah yang di berikan oleh rakyatnya.   

3. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam  

Hukum Tata Negara (Siyasah).  

D. Telaah Pustaka   

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian tentang Pengaruh Revisi UU No. 

7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 Terhadap 

Indepedensi MK, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema dan 

pembahasan penulisan ini sebagai berikut :  

Karya Pertama, yang harus ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Andi  

Adiyat Mirdin yang berjudul tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan MK dalam 

Pengujian Peraturan Pemerintahann Pengganti Undang Undang yang mana UU No. 

24 tahun 2003. hasil dari penelitian ini mengatur mengenai pengujian formil, di 

mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan 
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jelas undang undang tersebut tidak memenuhi UUD 1945. 4  Jimly Ashiddiqie 

mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebgai pengujian formil 

tidak hanya mencangkup proses pembentukan undang undang dalam arti sempit, 

tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang undang dan 

pemberlakuan undang undang.5  

Karya kedua, yanng harus ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muh Ridha 

Hakim yang berjudul tentang Tafsir Indepedensi Kekuasaan Kehakiman dalam 

Putusan MK. Hasil penelitian ini adalah salah satu struktur dalam menjamin 

terselenggaranya penegakan hukum ialah cabang kekuasaan kehakiman. 

Indepedensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut 

terutama pada negara yang berlandaskan pada hukum. Hal itu sebagaimana 

diungkap Jimly Asshidddiqie bahwa salah satu pokok negara hukum ialah peradilan 

yang bebas dan tidak memihak.6   

Karya ketiga, yang harus ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Dera 

Kusmanur yang berjudul tentang Kewenangan Pengawasan Eksternal terhadap  

Hakim Konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 005/PUU-

IV/2006 dalam menjamin Indepedensi Hakim Konstitusi. Penelitian ini adalah 

Lembaga negara tersebut dilimpahkan kekuasaan oleh konstitusi yang mana tidak 

boleh disalahgunakan sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti 

 
4 Pasal 51 ayat(3) huruf a, Undang Undang Nomor 24 tahun 2003, LN Nomor 98 

tahun 2003, TLN Nomor 4316.  
5 Jimly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang Undang , (Jakarta, Konstitusi 

Press, 2006)hal, 62-63  
6 Jimly Asshiddiqien Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta:  

Konstitusi Press, 2005). Hal 123-129.  
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memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang wenangnya seperti 

di kemukakan oleh Lord Action yang dimana mengandung makna bahwa 

kekuasaan apabila tanpa pengawasan akan menimbukan kesewenang wenangan.7  

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara (3) karya tulis diatas dengan 

karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah metode pendekatan dan objek penelitian.  

Secara umum tema penelitian ini hampir sama menerangkan tentang Indepedensi  

MK, akan tetapi penyusun lebih menekankan terhadap Pengaruh Revisi Undang 

Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas UU MK Nomor 24 Tahun 

2003 terhadap Indepedensi MK berdasarkan Teori Fiqh Siyasah Perspektif al-

Mashlahah.    

E. Kerangka Teori  

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan satu teori untuk menjawab 

persoalan latar belakang di atas teori tersebut   

1. Teori Maslahah  

  Dalam bahasa Arab yang artinya “perbuatan-perbuatan” yang mendorong kepada 

kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menilai atau 

menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang 

mengandung manfaat patut disebut mashlahah. 8  Dengan begitu mashlahah itu 

 
7 Jimmly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, hlm. 10   
8  Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media 

Group,2009). hlm 345  
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mengandung sisi yang menarik atau mendatangkan keemashlahatan dan menolak 

atau menghindarkan kemudhorotan.   

 Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan satu teori hukum Islam, 

iaitu teori Maslahah-musrsalah. Teori ini merupakan teori yang melihat suatu 

perbuatan manusia itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Seandainya baik dan bermanfaat maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori 

Masalah, dan apabila terjadi sebaliknya maka perbuatan tersebut digolongkan 

Mafsadat (buruk).   

Berangkat dari teori maslahah ini maka perubahan UU MK yang baru ini akan 

dilihat telah sesuaikah dengan semangat independensi MK dalam proses penegakan 

hukum di Indonesia atau sebaliknya menjadikan independensi MK mandul. Dalam 

sisitem hukum Islam pada dasarnya setiap peraturan mengandung manfaat kebaikan 

manusia. Sesuai dengan kaidah ushuliyah  

اعِيَّةِ مَن أوُطٌ باِ ألمَ أصلحََةِ    مَاِم عَلىَ الرَّ  َ فُ ا ألِ رُّ ََ  تصَ

Artinya : “kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan 

kemashlahatan.9  

Teori Maslahah-mursalah   

Masalahah dari asal kata bahasa Arab yang artinya “perbuatan-perbuatan” yang 

mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala 

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan 

seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menilaj atau 

 
9 Dr. H. Darmawan, SH. MA. Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah, PN. Revka Mrima Media, 

thn 2020. Hal. 80.  
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menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang 

mengandung manfaat patut disebut mashlahah.10  

Islam merupakan agama yang hadir ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. 

Artinya Islam merupakan jalan lrus bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT:  

ََ رَ أحمَةً لِ ألعالََمِينَ    وَمَا أ أرَسَ ألناكََ    َ  إلَِّ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk  

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. QS. Al- Anbiya : 107  

  

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan Maslahah Mursalah dapat dijadikan metode 

penetapan hukum jika memenuhi tiga syarat yaitu: 1112   

Dari segi eksistensinya sebagai hujjah penetapan hukum m mashlahah di bagi 

tiga yaitu : Mashlahah al-Mu’tabarah, Mashlahah al-Mulghoh, Mashlahah al-

Mursalah.13   

a. Mashlahah al-Mu’tabarah adalah kemashalahatan yang mendapat 

dukungan oleh syara’, baik janis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus 

yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut misalkan tentang 

hukuman atas orang orang yang minum minuman keras bentuk hukuman bagi orang 

yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw 

dipahami secara berlainan oleh ulam fiqh. Hal ini disebabkan alat pemukul yang 

 
10  Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media 

Group,2009). hlm 345   
11 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, ( Jakarta : CV. Rajawali,  
12 ). Hlm.130-131   
13 Ibid, hlm, 351  
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digunakan Nabi Muhammad Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang 

meminum minuman keras, ada hadis yang menunjukan bahwa alat yang digunakan 

Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali(HR. Ahmad bin 

Hanbal dan al-Baihaqi).   

b. Al-Mashlahah al-Mulghoh adalah kemashlatan yang ditolak oleh syara’ 

karena bertentangan dengan ketentuan syara’. misalnya, syara’ menentukan bahwa 

orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan 

dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulam berturut 

turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR  

Bukhori dan Muslim)  

c. Al-Mashlahah al-Mursalah atau yang juga biasa disebut Istishlah yaitu 

apa yang di pandang baik oleh akal,sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan 

hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkan dan tidak ada pula 

petunjuk syara’ yang menolak.  

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum , mashlahah 

ada tiga macam yaitu mashlahah dhuhuriyah, mashlahah hajiyah, mashlahah 

tahsiniyah.  

a. Mashlahah dhahuriyah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak 

punya arti apa apa bila satu saja dan prinsip yang lima tidak ada.  

b. Mashlahah hajiyah yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup 

manusia kepada nya tidak berada pada tingkat dhahuriyah. Bentuk kemashlahatan 

nya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok  yang (dhahuri), tetapi 
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secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi 

kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mashlahah hajiyah juga 

tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung 

menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung 

memang bisa mengakibatkan kerusakan.   

c. Mashlahah tahsiniyah yaitu mashlahah yang kebutuhan hidup manusia 

kepadanya tidak sampai tingkat dhahuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun 

kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan 

keindahan bagi hidup manusia.14  

F. Metode Penelitian  

Dalam proses penelitian ini perlu adanya metode metode yang digunakan untuk 

menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah, sehingga penelitian tersebut bisa 

terselesaikan.   

Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai  

berikut :  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kepustakaan (Library 

research). Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan 

pennelitiannya. Selain itu juga penyusun mengambil jenis penelitian Yuridis 

Normatif yaitu metode ini menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan 

 
14 Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). hlm 

183  
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cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini lebih 

memanfaatkan perpustakaan sebagai bahan untuk memperoleh data penelitiannya.   

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini menggunakan sifat Yuridis normatif yang mana artinya 

adalahh pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelah 

teori teori, konsep-konsep, asas asas hukum serta peraturan perundang undang yang 

berhubungan dengan penelitian ini.   

3. Pendekatan   

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Fiqh Siyasah  (Hukum Islam) 

perspektif al-Mashlahah . Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan teks 

teks hukum yang terkait dengan tema yang telah ditemukan berupa Pengaruh  

Revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan  

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Mahkamah Konstitusi Terhadap 

Indepedensi Mahkamah Konstitusi setelah itu menganalisisnya dengan  al-

Mashlahah.   

4. Data Tresier   

Data Tresier adalah bahan yang di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan 

untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan diluar ilmmu hukum 

khususnya pada ranah hukum tata negara yang ada kaitannya dengan tema 

penelitian ini yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis sekaligus 

identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.   

Kamus KBBI : Hukum, berita dan perkuliah secara berlangsungan   

   G. Sumber Data  
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1. Data Primer   

 Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pengaruh Revisi  

Undang-Undang MK No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas  

Undang-Undang MK No. 24 tahun 2003.  

2. Data Sekunder  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka yang dilaksanakan dengan 

membaca, dan mencatat literature atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan 

yang dapat memberikan terhadap data primer.   

H. Sistem Pembahasan   

Dalam penulisan skripi yang2S berjudul tentang “Pengaruh Revisi Undang 

Undang MK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang  

Undang MK Nomor 24 Tahun  2003 Terhadap Indepedensi MK ditinjau dalam 

Perspektif al-Mashlahah” maka sistem penulisan yang digunakan dan disusun 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :   

Bab pertama, merupakan penddahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, sistem pembahasan yang menjelaskan gambaran umum 

penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.  

Bab kedua, membahas mengenai penjelasan teori yang berisikan tentang teori 

Al-Mashlahah.   

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan pandangan Al-Mashlahah terhadap 

Pengaruh Revisi UU MK No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas UU  

MK Nomor 24 tahun 2003.  
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Bab keempat, membahas tentang apa yang dikaji oleh penulis tentang  teori 

yang berkaitan dengan al-Mashlahah terhadap UU MK 24 tahun 2003 terhadap 

Indepeensi MK   

Bab kelima, daftar pustaka, daftar isi   
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

berkesimpulan bahwa dalam kekuasaan tidak dapat apalagi dalam hal kepimpinan 

bahwa kekuasaan kehakiman ini maka lakukanlah dengan amanah dan adil serta 

mashlahat bagi seluruh ummat.  

 Dalam rumusan mashlahah nomer 1. putusan Mahkamah Konstitusi ada perbedaan 

dalam pasal 7 tahun 2020 dan Undang undang No. 24 tahun 2003 yang mana dalam 

pasal 7 ayat 15 No. 2 yang artinya bahwasannya untuk dapat menjadi dan memenuhi 

syarat yang di maksud dengan ayat 1 adalah seorang hakim konstitusi yang mana 

persyaratan tersebut harus menjadi warga negara Indonesia, memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan. dalam persyaratan menjadi calon hakim konstitusi menurut Undang 

Undang ini berijasah doctor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang 

berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa dan berakhlak mulia, berusia paling rendah 55 tahun, mampu secara jasmani 

dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan menurut Undang-

undang No. 24 tahun 2003 yang bahwasannya hampir sama dengan pasal diatas dan 

yang membedakan dari pasal diatas umur nya berusia sekurang kurang nya 44 

(empat puluh empat) tahun pada saat pengangkatan. Tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan 

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Tidak sedang dinyatakan 

pailit berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang 

hukum sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun.  

Sedangkan jawaban menurut rumusan mashlahah no. 2 adalah menurut hukum 

islam, hakim harus Adil, bijaksana, dan tidak mudah di intervensi oleh orang lain. 

Oleh sebab itu perubahan undang undang ini melahirkan undang-undang baru no. 7 

tahun 2020 di pandang peting untuk memberi manfaat yang lebih baik bagi penegak 

hukum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan dengan teori mashlahah  

ةِ   ََ َ  مَن أوُطٌ باِ ألمَ أصلحَ ََ اعِيةِ مَاِم عَلىَ الرَّ  َ فُ ا ألِ رُّ ََ تصَ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan 

kemashlahatan”.   

Jadi segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menilai 

atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap 

yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. 
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B. Saran-Saran 

 Pemerintah segera Merevisi Pasal 1 angka 3 huruf b, Pasal 30 huruf b, Pasal 61 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah 

diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi.   

LAMPIRAN 

Hal. Nomor Footnote Ayat Al- Quran , 

Hadis, dan Kaidah 

Fiqh 

Terjemahan 

7. 54 Al-Bayyinah 98 Sungguh, orang 

orang yang beriman 

dan mengerjakan 

kebajikan, mereka 

itu adalah sebaik 

baik makhluk.   



52 

51 HR. Thabrani, No: 

891, Baihaqi No: 

334 

Sesungguhnya 

Allah mencintai 

seseorang yang 

apabila bekerja, 

memperkerjakan 

secara professional 

3. 44 Al-Imron 159 Maka berkat rahmat 

Allah engkau 

(Muhammad) 

berlaku lemah 

lembut terhadap 

mereka. sekiranya 

kamu bersikap keras 
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dan berhati kasar, 

tentulah mereka 

menjauhkan diri dari 

sekitarmu. 

Karena itu 

maafkanlah mereka 

dan mohonkanlah 

ampun untuk mereka 

dan 

bermusyawarahlah 

dengan mereka 

dalam urusan itu. 

Kemudian apabila 

engkau telah 

membulatkan tekad 

maka bertakwallah 

kepada Allah. 

Sunggu Allah 

mencintai orang 

 orang yang 

bertawakal. 
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